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ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Implementasi Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian
Sengketa Fkonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga™. Perkara ekonomi
syariah dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana atau gugatan dengan acara
biasa. Oleh karena itu, permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah
apakah penerapan gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah
di Pengadilan Agama Purbalingga telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 2 Tahun 2015 juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 dan
bagaimana efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan gugatan
sederhana dibandingkan denga gugatan acara biasa.

Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris yang bersifat deskriptif
analitis, dilakukan dengan cara menjelaskan tentang uraian atau gambaran dan
menganalisisnya secara sistematis, menyeluruh, faktual dan akurat mengenai fakta-
fakta yang berupa kejadian, kegiatan, sikap, pandangan, proses yang berlangsung dan
hubungan antar fenomena yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam
skripsi ini. Data-data hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan metode analisis
deskriptif kualitatif yakni dengan memberikan gambaran secara khusus berdasarkan
data yang dikumpulkan secara kualitatif.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah bahwa penerapan gugatan sederhana
dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga
telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata
Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14
Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah dan
penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan gugatan sederhana lebih efektif
dibandingkan dengan gugatan acara biasa dikarenakan sejalan dengan prinsip
berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Kata Kunci : Gugatan Sederhana, Ekonomi Syariah, Pengadilan Agama.

Indralaya, Februari 2018

phbing Utama, Pembjmbing embantu,

Dr. H. KN. $ofyan Hasan, S.H., M.H. Drs. H. Murjal Zaidan, S.
NIP: 195801151983031006 NIP: 196003121989031002

Ketua Bagiap Hukum Perdata
v
/

SRI TURAT AH,\S.H. M.Hum.
NIP: 196511011992032001

XV

XV



BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan
besar dalam eksistensi lembaga peradilan agama saat ini. Salah satu perubahan
mendasar adalah penambahan wewenang lembaga peradilan agama antara lain dalam
bidang ekonomi syariah.

Berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
ditegaskan bahwa peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili
dan menyelesaikan perkara termasuk ekonomi syariah.?

Ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang
perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum dalam rangka
memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial menurut prinsip syariah.®> Prinsip

Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan ekonomi syariah berdasarkan

! Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama,
Jakarta: Kencana, 2016, him., 425.

? Ibid.

% Lihat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “Ekonomi Syariah
adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang
berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial menurut prinsip syariah”.



fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan
fatwa di bidang syariah.”

Pada saat ini, perkembangan hubungan hukum di masyarakat dalam bidang
ekonomi, khususnya dalam bidang perjanjian yang menggunakan prinsip-prinsip
syariah mengalami perkembangan yang signifikan. Sejalan dengan perkembangan ini,
di masyarakat telah timbul sengketa di antara pelaku ekonomi syariah, khususnya
sengketa di antara para pihak yang terikat dalam perjanjian yang menggunakan akad
syariah. Akad Ekonomi Syariah adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua
pihak atau lebih atas dasar sukarela yang menimbulkan hak dan kewajiban
berdasarkan prinsip syariah.> Untuk menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi
syariah dan keperdataan lainnya masyarakat membutuhkan prosedur penyelesaian
yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan untuk membuka akses yang luas bagi
masyarakat dalam memperoleh keadilan terutama di dalam hubungan hukum yang
bersifat sederhana.

Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dapat dilakukan di Pengadilan

Agama. Perkara Ekonomi Syariah dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana

* Lihat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa “Prinsip Syariah
adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan ekonomi syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh
lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah”.

> Lihat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa “Akad Ekonomi
Syariah adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih atas dasar sukarela yang
menimbulkan hak dan kewajiban berdasarkan prinsip syariah”.



atau gugatan dengan acara biasa.® Perkara di bidang ekonomi syariah meliputi bank
syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah,
sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiun lembaga
keuangan syariah, bisnis syariah termasuk wakaf, zakat, infaq dan shadagah yang
besifat komersial baik yang bersifat kontensius maupun volunteer.’

Data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik
Indonesia tentang jumlah perkara ekonomi syariah yang diajukan pada Pengadilan
Agama di seluruh Indonesia pada tahun 2011 sebanyak 11 perkara dan pada tahun
2012 terjadi peningkatan menjadi sebanyak 28 perkara, tahun 2013 sebanyak 24
perkara, tahun 2014 sebanyak 82 perkara dan terakhir pada tahun 2015 meningkat
secara signifikan menjadi 103 perkara.® Perkara-perkara tersebut diselesaikan dengan
acara biasa. Sedangkan penyelesaian perkara dengan gugatan sederhana baru ada
sejak dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

Meskipun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah telah ditetapkan pada tanggal 22

Desember 2016 namun sampai saat ini belum semua Pengadilan Agama yang telah

® Lihat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Pasal 2 menyebutkan bahwa “Perkara Ekonomi Syariah
dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana atau gugatan dengan acara biasa”.

’ Lihat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Pasal 1 angka 4 menyebutkan bahwa “Perkara di bidang
ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi
syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pengadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan
syariah, bisnis syariah termasuk wakaf, zakat, infaq dan shadagah yang besifat komersial baik yang
bersifat ké)nsensius maupun volunteer”.

Ibid.



menangani perkara ekonomi syariah yang diajukan dalam bentuk gugatan sederhana.
Salah satu Pengadilan Agama yang sudah menerima perkara ekonomi syariah yang
diajukan dalam bentuk gugatan sederhana yaitu Pengadilan Agama Purbalingga.

Sejak tahun 2007 Pengadilan Agama Purbalingga telah menerima dan
menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang pemeriksaannya dilakukan dengan
acara biasa kemudian, sejak tahun 2017 ini Pengadilan Agama Purbalingga telah
menerima dan memeriksa sengketa ekonomi syariah dalam bentuk gugatan
sederhana, yang sampai saat ini (pada bulan Agustus 2017) telah menerima dan
diputus sebanyak 6 perkara. Dari 6 perkara ekonomi syariah dalam bentuk gugatan
sederhana yang masuk di Pengadilan Agama Purbalingga meliputi perkara Bank
Syariah yaitu antara Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan nasabahnya dan
perkara Lembaga Keuangan Mikro Syariah yaitu antara Baitul Mal wal Tamlil
(BMT) dengan nasabahnya.

Sebagai alternatif penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi,
gugatan sederhana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun
2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana juncto Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi
Syariah tentunya berbeda dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan
acara biasa yang telah diterapkan oleh Peradilan Agama sejak diundangkannya
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang memberikan kewenangan kepada



Peradilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara termasuk

ekonomi syariah.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk menulis skripsi
dengan judul “IMPLEMENTASI GUGATAN SEDERHANA DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN
AGAMA PURBALINGGA”.

. Permasalahan
Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis akan membatasi permasalahan

mengenai :

1. Apakah penerapan gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa ekonomi
syariah di Pengadilan Agama Purbalingga telah sesuai dengan Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 juncto Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 14 Tahun 20167

2. Bagaimana efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan gugatan
sederhana dibandingkan dengan gugatan acara biasa?

. Tujuan Penelitian
Suatu penelitian harus memiliki tujuan yang jelas. Tujuan penelitian ini

digunakan untuk memecahkan masalah agar suatu penelitian dapat lebih terarah

dalam menyajikan data secara akurat serta dapat memberikan manfaat. Berdasarkan
hal tersebut, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa

ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga.



2. Untuk mengetahui efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan
gugatan sederhana dibandingkan dengan gugatan acara biasa.
. Manfaat Penelitian
Suatu penelitian diharapkan akan memberikan manfaat yang berguna khususnya bagi
ilmu pengetahuan di bidang penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan
dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Secara Teoretis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam rangka
pengembangan materi Hukum Acara Pengadilan Agama dan Hukum Ekonomi
Syariah.
2. Secara Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat yang akan
mengajukan perkara ekonomi syariah dalam bentuk gugatan sederhana di
pengadilan agama.
. Ruang Lingkup
Sesuai dengan judul skripsi ini, agar masalah yang akan dibahas tidak terlalu
meluas dan lebih terarah, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian dan
penulisan hanya mengenai penerapan gugatan sederhana dalam penyelesaian
sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga dan efektivitas gugatan
sederhana dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama

Purbalingga tahun 2017.



F. Kerangka Konseptual
Dalam pembahasan penelitian ini terdapat beberapa terminologi yang akan
digunakan. Untuk meminimalisir terjadinya penafsiran ganda terhadap terminologi
tersebut maka penulis akan menjabarkan definisi terminologi yang akan digunakan
antara lain :
1. Implementasi
Dalam kamus hukum, implementasi dapat diartikan sebagai : pelaksanaan,
penerapan, pengejewantahan.’
2. Gugatan
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gugatan adalah tuntutan, celaan, kritikan,
sanggahan.*
3. Gugatan Sederhana
Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2015 menyebutkan Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan
di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling
banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata

cara dan pembuktiannya sederhana.**

9 B.N. Marbun, Kamus Hukum Indonesia, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2009, him., 120.

1% Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: PT. Gramedia
Pustaka Utama, 2008, him., 463.

! Lihat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata
Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “Penyelesaian Gugatan
Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan
materil paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara
dan pembuktiannya sederhana”.



4. Penyelesaian
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyelesaian dapat diartikan sebagai
proses, cara, perbuatan, menyelesaikan.'?

5. Sengketa
Dalam kamus hukum, sengketa dapat diartikan sebagai pertikaian, perselisihan,
sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, sebuah konflik yang berkembang
atau berubah menjadi sebuah sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan telah
menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya baik secara tidak langsung
kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau kepada pihak lain,
pernyataan publik mengenai tuntutan yang tidak selaras atau inconsistent claim
terhadap sesuatu yang bernilai.™

6. Penyelesaian sengketa
Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua proses, yaitu penyelesaian
sengketa melalui pengadilan (litigasi) dan penyelesaian sengketa di luar
pengadilan (non litigasi). Penyelesaian sengketa melalui pengadilan merupakan
proses penyelesaian tertua, dimana pengadilan diposisikan sebagai the first and
the last resort dalam penyelesaian sengketa. Setiap penyelesaian sengketa yang
timbul dalam masyarakat diselesaikan melalui pengadilan karena dianggap dapat

memberikan keputusan yang adil.

"2 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: PT. Gramedia
Pustaka Utama, 2008, him., 1252.
B M. Marwan dan Jimmy, Kamus Hukum, Surabaya: Reality Publisher, 2009.



7. Ekonomi
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ekonomi diartikan sebagai ilmu
tentang asas-asas produksi, distribusi dan pemakaian barang-barang serta
kekayaan; pemanfaatan uang, tenaga, waktu dan sebagainya yang berharga; tata
kehidupan perekonomian (suatu negara); urusan keuangan rumah tangga
(organisasi, negara).'*
8. Ekonomi Syariah
Ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang
perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan
hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak
komersial menurut prinsip syariah.™ Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam
dalam kegiatan ekonomi syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh
lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.*®
G. Kerangka Teori
1. Teori Kepastian Hukum
Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah
pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen, dengan

menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Undang-

' Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: PT. Gramedia
Pustaka Utama, 2008, him., 355.

!> Lihat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “Ekonomi Syariah
adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang
berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat
komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah”.
'8 |bid, Pasal 1 angka 2.
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undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi
individu bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama
individu maupun dalam hubungannya dalam masyarakat. Aturan-aturan itu
menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan
terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut
menimbulkan kepastian hukum. Teori Kepastian hukum mengandung dua
pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu
mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua
berupa keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena
dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum.*’

Para pihak yang melakukan akad atau kontrak dalam setiap lembaga atau
transaksi ekonomi syariah memiliki aturan yang membuat para pihak dapat
mengetahui batasan yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan sebagai keamanan
hukum bagi para pihak yang melakukan akad atau kontrak agar tidak ada
penyimpangan yang dilakukan oleh para pihak.

2. Teori Penyelesaian Sengketa

Teori penyelesaian sengketa merupakan teori yang mengkaji dan

menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa atau pertentangan yang

timbul dalam masyarakat, faktor penyebab terjadinya sengketa dan cara-cara atau

7 peter Mahmud Marzuki, Pengantar llmu Hukum, Kencana Pranada Media Group, Jakarta,
2008, him 158.
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strategi yang digunakan untuk mengakhiri sengketa tersebut. Peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa meliputi :
1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
3. Teori Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan

Sebagai suatu sistem, peradilan mempunyai mekanisme yang bergerak
menuju ke arah pencapaian misi dan visi dari hakikat keberadaan peradilan agar
aktivitas atau pelaksanaan peran peradilan berproses secara efektif dan efisien.
Persepsi masyarakat terhadap pengadilan dan peradilan yang baik adalah jika
proses berperkara di pengadilan yang dilalui mulai dari pendaftaran sampai keluar
putusan tidak berbelit-belit, efisien dan biaya ringan. Hakim juga dalam
memeriksa perkara harus dilakukan dengan efektif dan efisien, termasuk memutus
dengan cepat dan transparan.

Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan terdapat dalam Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 ayat (4)
yang menyebutkan ‘“Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya
ringan”.18 Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (4) dijelaskan yang dimaksud dengan

sederhana, cepat dan biaya ringan adalah sederhana dalam pemeriksaan dan

18 |_ihat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 ayat
(4) yang menyebutkan “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”.
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penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif sedangkan biaya
ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun, asas
sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di
pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari
kebenaran dan keadilan. Tetapi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tidak
menetapkan ukuran norma atau nilai-nilai yang digunakan dalam menentukan
bagaimana suatu peradilan dapat dikategorikan sebagai sederhana, cepat dan biaya
ringan.®

Pendekatan terhadap asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan
dapat dilakukan dengan berlandaskan pada pemikiran bahwa pelaksanaan sistem
peradilan yang baik adalah terlaksananya beberapa prinsip umum sebagai standar
minimum dalam penerapan suatu sistem peradilan yang terintegrasi dengan baik.
Standar minimum tersebut adalah equality before the law, due process of law,
sederhana, cepat, efektif dan efisien, memiliki akuntabilitas dan transparan.
Prinsip-prinsip umum tersebut merupakan asas yang bersifat universal dan telah
dirumuskan dalam peraturan perundang-undang. Seperti equality before the law
merupakan asas yang dianut dalam Universal Declaration of Human Rights (Pasal
7) dan dirumuskan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasca

Amandemen serta Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

9 M. Hatta Ali, Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan, P.T. Alumni, Bandung, 2012,
him., 229.
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Kekuasaan Kehakiman. Sementara itu, asas due process of law merupakan unsur
yang esensial dalam penyelenggaraan peradilan dengan titik sentral pada
perlindungan hal-hak asasi individu terhadap tindakan sewenang-wenang dari
Pemerintah tercermin dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 Undang-Undang tentang
Kekuasaan Kehakiman.?

4. Teori Kewenangan Pengadilan

Pengadilan adalah lembaga yudikatif, pelaksanaannya terletak pada pundak
Hakim. Dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim,
Hakim adalah pemutus permohonan atau gugatan untuk menegakkan hukum
secara adil untuk melindungi kepentingan semua pihak. Menurut Pasal 5 ayat (2)
Hakim harus berintegritas, tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan
berpengalaman dalam bidang hukum. Dengan demikian Hakim harus tahu akan
aturan hukum.

Dalam hukum acara perdata, Hakim harus pasif, bertolak pada kemauan
para pihak. Sementara itu adanya gugatan perdata ataupun permohonan hak
keperdataan adalah untuk melindungi kehendak para pihak melalui keputusan
Hakim. Jadi keputusan Hakim dalam perkara perdata hanya menguatkan
perlindungan hak berdasarkan aturan hukum. Kalau para pihak dapat
menyelesaikan sendiri, tidak perlu putusan Hakim (perkara perdata). Teori ini
berbeda dengan penyelesaian sengketa gugatan sederhana. Disini hakim harus

berperan aktif dalam melakukan hal-hal sebagai berikut :

% 1bid, him., 231.
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a. Memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang
kepada para pihak.
b. Mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan
kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan.
¢. Menuntun para pihak dalam pembuktian.
d. Menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak.
Hal ini terdapat dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.?
H. Metode Penelitian
1. Sifat Penelitian
Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yakni menjelaskan tentang
uraian atau gambaran dan menganalisisnya secara sistematis, menyeluruh, faktual
dan akurat mengenai fakta-fakta yang berupa kejadian, kegiatan, sikap,
pandangan, proses yang berlangsung dan hubungan antar fenomena.?
Penelitian ini juga merupakan penelitian kualitatif yaitu salah satu jenis
prosedur penelitian yang objeknya berupa non angka dan menghasilkan data

f.23

deskriptif.”” Tujuannya adalah untuk mencari gambaran sistematis dari fakta yang

2! Lihat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata
Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

*> Mohammad Nazir, Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999, him., 63.

% Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Rosdakarya, 2000, him., 3.
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akurat. Pada umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis
sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu dirumuskan hipotesis.?*
2. Jenis Penelitian

Dari segi datanya, penelitian yang penyusun lakukan lebih bersifat
penelitian lapangan (field research), karena untuk memperoleh data-data
penelitian yang dikehendaki adalah dengan jalan menggali atau persoalan yang
diteliti yang bersumber dari lokasi penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu suatu
penelitian yang dilakukan untuk mempelajari secara intensif dan sistematis tentang
latar belakang keadaan lingkungan sesuatu unit sosial tertentu. Penelitian lapangan
ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan
realitis tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat.”®

3. Lokasi Penelitian

Data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini akan dikumpulkan
dari perpustakaan dan Pengadilan Agama Purbalingga karena di Pengadilan
Agama Purbalingga adalah salah satu pengadilan yang telah menerima perkara
ekonomi syariah yang diajukan dalam bentuk gugatan sederhana.

4. Cara Penarikan Sempel
Sampel pada penelitian ini ditentukan dengan cara purposive sampling

yaitu pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang

** Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta,
1998, him., 114,
%> Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian, Jakarta: Rajawali, 1990, him., 23.
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dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat
populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Keuntungannya adalah lebih mudah
dan dapat menimbulkan biaya sedangkan kelemahannya adalah sampel yang
terpilih tidak mencerminkan populasi, akibatnya sulit untuk menarik generalisasi
terhadap populasi.?® Dengan pertimbangan responden mempunyai pengalaman dan
pengetahuan dalam bidang Hukum Acara Peradilan Agama dan Hukum Ekonomi
Syariah, pernah melakukan penyelesaian perkara ekonomi syariah dengan gugatan
sederhana di Pengadilan Agama Purbalingga serta bersedia untuk diteliti. Adapun
yang akan menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu Ketua Pengadilan Agama
Purbalingga, Hakim dan para pegawai dari Pengadilan Agama Purbalingga.
5. Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer.
a. Data Primer
Yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan (Field
Research). Penelitian lapangan adalah sebuah penelitian yang sumber data dan
proses penelitiannya menggunakan lokasi tertentu.?’ Dengan menggunakan
daftar pertanyaan terhadap Ketua Pengadilan Agama Purbalingga, Hakim dan

para pegawai dari Pengadilan Agama Purbalingga yang dijadikan sampel.

2 Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, P.T. Raja Grafindo
Persada: Jakarta, 2014, him., 106.

2" Musfigon, Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan , Prestasi Public Publisher:
Jakarta, 2012, him., 56.
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b. Data Sekunder
Yakni data yang didapat melalui penelitian kepustakaan (Library
Research) dengan menelaah bahan-bahan hukum yang terdiri dari :
- Bahan Hukum Primer
Yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang
terdiri dari peraturan perundang-undangan di antara lain :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015
tentang Tata Cara Gugatan Sederhana.

4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah dan lain-lain.

- Bahan Hukum Sekunder
Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai
bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami
bahan hukum primer, yang meliputi karya ilmiah seperti literatur-literatur
mengenai Ekonomi Syariah dan Hukum Acara Peradilan Agama, dokumen-

dokumen serta laporan-laporan penelitian lain-lainnya.
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- Bahan Hukum Tersier
Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan
terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi
jurnal ilmu hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum,
ensiklopedi dan lain-lain.
6. Alat Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah
pengamatan (observasi) dan wawancara langsung kepada narasumber yang
dilakukan dengan tanya jawab dan dipandu dengan daftar pertanyaan yang disusun
secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.
7. Analisis Data
Data dan informasi yang telah berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini
akan diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga pada akhirnya
didapatkan suatu kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan-
permasalahan yang diteliti dan dibahas dalam skripsi ini. Penelitian ini
menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berusaha
mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat
sekarang.?® Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan
tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa ekonomi

syariah dengan gugatan sederhana di Pengadilan Agama Purbalingga.

%8 Nana Sujana dan lbrahim, Penelitian dan Penelitian Pendidikan, Sinar Biru: Bandung,
1984, him., 64.
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